BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

Menimbang :

Mengingat

a.

1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUNGO,

bahwa tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo
sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bungo
Nomor 17 Tahun 2011, besarannya tidak sesuai lagi dengan
perkembangan, kondisi, serta harga pasar, sehingga perlu
disesuaikan;

. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun

2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
pada perubahan Pasal 20 ayat (4), besaran tunjangan
perumahan bagi pimpinan dan anggota dewan perwakilan
rayat daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bungo
Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pemberian Tunjangan
Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Bungo;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan
Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor S50, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang.....2
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Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jamb, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur {(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286});

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355};

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5568);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor S5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657)
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4589);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian wurusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah
Nomor 373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara;

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten
Bungo Tahun 2005 Nomor 18};

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KABUPATEN BUNGO

Pasall

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Bungo Nomor 17 Tahun 2011 tentang
Pemberian Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun
2011 Nomor 17) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:



-4-
Pasal 4

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan sebagai berikut:

a. | Ketua DPRD sebesar Rp.4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah)
setiap bulan;

b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) setiap bulan;

c. |Anggota DPRD sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)
setiap bulan;

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Pagjak Penghasilan

Pasal 21 yang dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan dibidang perpajakan.

(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} tidak diberikan apabila telah
disediakan atau telah memanfaatkan rumah dinas.

Pasalll
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengeiahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara bungo
pada tanggal 2015

BUPATI BUN

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

H. RIDWAN IS

- BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2015 NOMOR




